
WALIKOTA

PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR 13 TAHUN

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN

DENGAN RAHMAT TUHAN Y

WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka

yakni terwujudnya

Metropolitan Madani

kehidupan warga Kota

nyaman, bersih dan

pengaturan di bidang

melindungi warga

kelengkapannya;

bahwa penyelenggaraan

ketenteraman

menjadi kewenangan

pelaksanaarlnya harus

ketentuan peraturan

c bahwa Peraturan

Tahun 2OO2 tentang

sesuai lagi dengan jiwa

Nomor 23 Tahun 2Ol4

sebagaimana telah diu

dengan Undang Undang

Pemerintah Daerah;

b

PROVINSI RIAU

1

MASYARAKAT

MAHA ESA

visi Kota Pekanbaru

baru sebagai Kota

dalam rangka penataan

baru yang tertib, tenteram,

diperlukan adanya

umum yang mampu

prasarana beserta

ketertiban umum dan

urusan wajib yang

daerah yang dalam

sesuai dengan

,-undangan;

Kota Pekanbaru Nomor 5

Umum, sudah tidak

semangat Undang Undang

Pemerintahan Daerah

beberapa kali terakhir

Ir
23 tahun 2015 tentang



d bahwa berdasarkan

dimaksud dalam huruf a,

menetapkan Peraturan

Umum dan Ketentraman

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) U

Republik Indonesia Tahun

Undang-Undang Nomor

Pembentukan Daerah

Lingkungan Propinsi

Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8

Acara Pidana (Lembaran

Tahun 1981 Nomor 76,

Republik Indonesia Nomor

l+ Undang-Undang Nomor

Asasi Manusia (Lembaran

Tahun 1999 Nomor 165,

Republik indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor

Perlindungan Anak (

Nomor 109, tambahan

Indonesia Nomor 42351,

dengan Undang-Undang

Perubahan Atas Undang-U

tentang Perlindungan

Indonesia Tahun 2OL4

Lembaran Negara Republik

6 Undang-Undang Nomor

(Lembaran Negara Repu

Nomor 132, Tambahan

Indonesia Nomor 4444),

dengan Undang-Undang N

Cipta Kerja (Lembaran

Tahun 2O2O Nomor 245,

Republik Indonesia Nomor

2

3

5

bangan sebagaimana

uruf b, dan huruf c, perlu

tentang Ketertiban

syarakat;

Undang Dasar Negara

945;

Tahun 1956 tentang

om Kota Kecil dalam

tera Tengah (l,embaran

un 1956 Nomor 19);

un 1981 tentang Hukum

egara Republik Indonesia

bahan Lembaran Negara

06);

Tahun 1999 tentang Hak

Negara Republik Indonesia

bahan Lembaran Negara

);

Tahun 2OO2 tentang

negara tahun 2OO2

baran Negara Republik

bagaimana telah diubah

35 Tahun 2Al4 tentang

Nomor 23 Tahun 2AA2

(lembaran Negara Republik

Nomor 297, Tambahan

ndonesia Nomor 5606);

Tahun 2AO4 tentang Jalan

Indonesia Tahun 2OA4

Negara Republik

,bagaimana telah diubah

11 Tahun 2O2O tentang

egara Republik Indonesia

Lembaran Negararr
731;

)



7 Undang-Undang Nomor

Sampah (l,embaran N

2008 Nomor 69, Tam

I
Indonesia Nomor aBS1);

Undang-Undang Nomor

Lintas dan Angkutan

Indonesia Tahun 2009 N

Negara Republik Ind

telah diubah dengan U

2A2O tentang Cipta

Indonesia Tahun 2O2

Lembaran Negara Repu

I Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah

Indonesia Tahun 2OL4

Lembaran Negara Repu

sebagaimana telah diu

dengan Undang-Undang

Perubahan Kedua atas

Tahun 2Ol4 tentang

Negara Republik

10.

Tambahan Lembaran N

s67e);

Peraturan Pemerintah

Satuan Polisi Pamong

Indonesia Tahun 2018 N

Negara Republik Indonesia

11 Peraturan Menteri Dalam

tentang Penyelenggaraan

Ketentraman

Masyarakat (Berita N

2A2O Nomor 5a8);

B Tahun 2008 tentang

Republik lndonesia Tahun

lembaran Negara RePublik

Tahun 2009 tentang Lalu

(Lembaran Negara RePublik

96, Tambahan Lembaran

Nomor 5025), sebagaimana

Undang Nomor lt Tahun

(Lembaran Negara Republik

Nomor 245, Tambahan

Indonesia Nomor 6573);

23 Tahun 2AL4 tentang

Negara Republik

Nomor 244, Tambahan

Indonesia Nomor 5537)

beberapa kali terakhir

9 Tahun 2015 tentang

ndang-Undang Nomor 23

tahan Daerah (l,embaran

Tahun 2015 Nomor 58,

Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2018 tentang
(Lembaran Negara Republik

72, Tambahan Lembaran

omor 6205);

Nomor 26 Tahun 2O2A

Ketertiban Umum dan

t serta Perlindungan

Republik Indonesia tahun

,!t



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE

dan

WALIKOTA

Menetapkan PERATURAN DAERAH

KETENTRAMAN MASYARAKAT.

KETENTU

Dalam Peraturan Daerah ini

1. Daerah adalah Kota

2. Pemerintah Daerah

Kota Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota

4. Dewan Perwakilan

disingkat DPRD adalah

daerah Kota Pekanbaru.

5. Peraturan Daerah yang

adalah Peraturan

6. Penyidik Pegawai N

disingkat PPNS adalah

Polisi Pamong Prqja

Pegawai Negeri Sipil

ketentuan Peraturan

berlaku.

7. Ketertiban umum

Pemerintah dan rakyat

secara tertib dan teratur.

B. Ketentraman

dimana pemerintah

kegiatan secara aman,

MEMUTUSKAN

t

KOTA PEKANBARU

KETERTIBAN UMUM DAN

UMUM

I

dimaksud dengan:

Pemerintahan Daerah

Daerah yang selanjutnya

perwakilan rakyat

tnya disingkat Perda

Pekanbaru.

Sipil yang selanjutnya

S di Lingkungan Satuan

Pekanbaru dan Penyidik

sional sesuai dengan

Undangan yang

suatu keadaan dimana

melakukan kegiatan

adalah suatu keadaan

rakyat dapat melakukan I v

+

dan tentram.

BAB

Pasal



9. Kepentingan dinas adalah

dengan penyelenggaraan pe

tugas pokok dan fungsinya.

10. Jalan adalah prasarana

meliputi segala bagian j
pelengkap dan perlengka

bagi lalu lintas.

11. Kendaraan umum adalah

atau tidak berme

penumpang/orang dan ata

dengan dipungut bayaran / o

12. Tempat umum adalah p

yang diselenggarakan oleh

perorangan yang digu

masyarakat, termasuk di
gedung-gedung perkan

perkantoran umum, mall

13. Jalur hijau adalah setiap

sesuai dengan rencana

penataan dan pengawa

Pemerintah Daerah.

14. Taman adalah sebidang tan

dari ruang terbuka hijau
pohon dan atau tanaman

tertentu dan ditata se

menggunakan material

unsur-unsur alam dan

penyerapan air.

Orang adalah orang perorfil15.

16. Badan adalah sekumpul

yang merupakan kesatu

usaha maupun yang tid
meliputi perseroan terba

perseroan lainnya, Badan

atau Badan Usaha Milik D

usaha kongsi, koperasi,

perkumpulan, yayasan, or

epentingan yang terkait

erintahan sesuai dengan

sportasi darat yang

, termasuk bangunan

ya yang diperuntukkan

daraan yang bermesin

untuk memuat

barang sesuai fungsinya

gkos tertentu.

rana dan/atau sarana

Pemerintah, swasta atau

untuk kegiatan

alamnya adalah semua

milik daerah, gedung

pusat perbelanjaan.

jalur-jalur yang terbuka

kota yang peruntukkan

nya dilakukan oleh

h yang merupakan bagian

yang diatasnya terdapat

yang mempunyai fungsi

dan teratur dengan

, material buatan, dal
mampu menjadi areal

orang dan/atau modal

,baik yang melakukan

melakukan usaha yang

perseroan komanditer,

a Milik Negara (BUMN)

erah (BUMD), atau Badan

pensiun, persekutuan,

isasi massa, organisasi l,r
5



sosial politik, atau

bentuk badan lainnya

kolektif dan bentuk usaha

17. Pedagang Kaki Lima adalah

kegiatan usaha

menempati tempat-tempa

atau fasilitas umum baik

pemerintah daerah maupu

pemerintah daerah

air/irigasi, jalur hijau,

jembatan, jembatan

18. Parkir adalah tempat

bermotor dan tempat

menaikkan orang dan/ atau

segera.

19. Hiburan adalah segala

tertentu yang mengand

pertunjukan, permainan a

yang dapat dinikmati oleh r

dan dalam bentuk dan j
menonton serta menikma

fasilitas yang disediakan

bayaran maupun tidak dipu

2A. Pencemaran adalah

pembusukan, pendeb

dan atau proses pen

minyak, atau asap, aki

macam bahan kimia

pencemaran dalam ben

buruk terhadap

dan kehidupan hewani/

21. Kesehatan adalah

mental, spiritual maupun

setiap orang untuk hidup

ekonomis.

22. Keramaian adalah suatu

warga/penduduk atau pan

lainnya, lembaga dan

kontrak investasi

yang melakukan

dan atau jasa yang

prasarana daerah dan

mendapat izin dari

yang tidak mendapat izin

lain trotoar, saluran

, alun-aIun, bawah

tian kendaraan

tuk menurunkan serta

yang bersifat tidak

kegiatan dalam bentuk

unsur keramaian,

segala bentuk usaha

p orang dengan nama

apapun, dimana untuk

atau mempergunakan

dapat dengan dipungut

t bayaran.

akibat-akibat proses

pembuangan slsa-slsa

dari pabrik, sampah

dari pembakaran segala

g dapat menimbulkan

apapun dan berdampak

, kesehatan masyarakat

sehat, baik secara fifik,

sial yang memungkinkan

uktif secara sosial dan

yang diadakan oleh

ratau organisasi tertentu

6



dan acara tersebut

tertentu.

23. Bangunan adalah wujud

menyatu dengan tempat

atau seluruhnya berada

dalam tanah dan/atau

tempat melakukan

atau tempat tinggal,

usaha, kegiatan sosial,

khusus, baik yang

pefinanen.

BAB

ASAS, MAKSUD, TUJUAN

Penyelenggaraaan

berlandaskan pada asas:

a. ketertiban dan kepastian h

b. kemanusiaan

c. keadilan;

d. manfaat;

e. keseimbangan;

f. keterbukaan;

g. tidak diskriminatif; dan

h. dapat dilaksanakan.

Maksud, Tujuan dan

Pengaturan tentang keterti

sebagai pedoman dan

secara khusus dan

ketertiban umum dalam rangka udkan pemerintahan

Bagian

Bagian ua

dengan tujuan

buatan manusia yang

udukannya, sebagian

atas dan I atau di

yang berfungsi sebagai

baik untuk hunian

keagamaan, kegiatan

daya, maupun kegiatan

t permanen atau tidak

RUANG LINGKUP

um dan Ketentraman

Lingkup

umum dimaksudkan

utama yang mengatur

penyelenggaraan

Asas

Pasal

Ketertiban

rY

7

Pasal



daerah yang efektif,

mensyaratkan adanya

Pengaturan tentang ketertiban

a. menjadi dasar hukum

rujukan dan sumber h
tugas-tugas operasional;

b mendorong terwuj

instansi dilingkungan

c. mendorong terwujudnya

dan tentram dalam

Ruang lingkup ketertiban u

a. tertib jaian,

angkutan umum serta be

b. tertib bedualan;

c. tertib perparkiran;

d. tertib jalur hijau, taman

e. tertib sungai, saluran air,

f. tertib lingkungan;

g. tertib tempat dan usaha

h. terlib bangunan;

i. tertib sosial;

j. terlib usaha kesehatan;

k. tertib tempat hiburan dan

1. tertib usaha dan tertib

m. tertib peran serta

n. tertib pemanfaatan aset

efisien usif dan dinamis yang

pasl masyarakat.

um bertujuan untuk

/petugas dalam mencari

daiam melaksanakan

peningkatan kinerja

tahan daerah; dan

yang tertib

kegiatan/usaha.

puti
jalan, angkutan dan

di jalan;

t umum;

dan Drainase

bulan Ramadan;

dan

tu

r

I

Pasal

Pasal



(3)

Bagian

Tertib Jalan, Penggunaan J

t1) Setiap pejalan kaki wajib

ditentukan sesuai

Perundang-undangan.

{21 Setiap orang yang

menggunakan sarana .j

rambu penyeberangan/

disediakan.

Setiap orang yang akan

kendaraan umum wqii

tempat pemberhentian

{4) Setiap pengemudi

menaikkan dan/atau

barang pada tempat

ditentukan.

(5) Setiap pengemudi

pada setiap ruas jalan

(1) Setiap Orang/ Badan

Walikota:

a. membuat atau

b. meletakkan benda

jalan;

c. membuat atau

d. membuat atau

BAB I

Berkendara

Tertib

Angkutan Umum dan

Jalan

1

di tempat yang telah

ketentuan Peraturan

jalan wajib

tan penyeberangan atau

cross yang telah

/menumpang
unggu di halte atau

umum wajib menunggu,

orang dan/atau

tian yang telah

umum harus be4'alan

telah ditetapkan.

alan

Kecuali dengan izin

portal;

sebagai penghalang

tanggul jalan; dan

pintu penutup jalan

2

Jr

b r
9

KETERTIBAN

PasaI

Penggunaan

Pasa]

ditetapkan.



{2) Setiap Orang/ Badan

pada ayat (U

pembangunan dan kepen

Walikota:

a. membongkar,

tidak berfungsi pagar

b. melakukan perbuatan-

berakibat merusak

hijau sebagian atau

membahayakan

c. membuka/

melanggar tanda-

d. menempatkan benda

pada tepi-tepi jalan

lingkungan permukiman

e. membuang atau

limbah, air rumah

trotoar.

Setiap orang yang tidak

melakukan pengaturan lalu
jalan, tikungan atau pu

mendapatkan imbalan uang.

Angkutan Umum dan

(1) Setiap orang atau badan

berdebu dan bahan

menggunakan

dilengkapi penutup.

{21 Setiap orang dilarang

tanah galian, urukan pasir

Walikota.

10

sebagaimana dimaksud

bagi kepentingan

umum dengan Irrr:'

merusak atau membuat

jalan;

tan yang dapat

mengotori jalan, jalur

h badan jalan dan

lalu lintas;

atau merusak atau

tanda bu - rambu lalu lintas;

/atau barang bekas

dan jalan-jalan di

dan

kan air cucian, air

ke badan jalan dan

Pasal

lin

kewenangan dilarang

pada persimpangarl

jalan dengan maksud

dara di Jalan

3

yang

mengangkut bahan

busuk dengan

, terbuka tanpa

angkutan

sejenisnya tanpa izin rr

Pasal



(3) Setiap Pengemudi

membunyikan klakson

kecepatan kendaraannya

ibadah/pada saat/selama

maupun pada saat

pendidikan serta rumah

(4) Setiap Pengemudi

melintasi jalan sesuai

jalan dan dilarang melebihi

yang telah ditentukan

undangan"

(U Setiap orang yang

dilarang:

a. membuang sampah sem

b. meludah;

c. merokok; dan

d. melakukan aktifitas

kenyamanan umum.

Setiap pemilik kendaraan

tempat sampah di dalam

(3) Setiap pengemudi

penumpang dan/atau

kendaraan, kelas jalan dan

(4) Setiap kendaraan bak

orang.

(1) Setiap orang dilarang

dan/ atau fasilitas

/atau menjalankan

(21

pemarfaat*n sesuai dengan

11.

Bagian ua

Tertib

bermotor dilarang

wajib mengurangi

saat melintasi tempat

sedang berlangsung

dikawasan lembaga

bermotor hanya boleh

peruntukan kelas

(tonase) muatan

Peraturan Perundang-

kendaraan umum

mengganggu

um harus menyediakan

hanya boleh mengangkut

sesuai dengan jenis

ntukan izinnya.

dilarang mengangkut

akan prasarana

untuk berjualan dan

tan selain untuk

1

1

1

b-
r



(2t Prasarana dan atau

dimaksud ayat (1) adalah

air/ irigasi, jalur hijau, ta

bawah jembatan, jembatan

(3) Walikota dapat

jalan/trotoar dan p

umum lainnya sebagai

lima termasuk be{u
mengganggu Jalan/trotoar.

(4) Walikota dapat

jalan/trotoar dan

umum lainnya sebagai te

lima dijalan Protokol Kota P

(1) Setiap pedagang kaki lima

sebagaimana dimaksud

ketertiban, kebersihan,

(2\

keindahan disekitar tempat

Ketentuan lebih lanjut

prosedur penetapan tempat

sebagaimana dimaksud

dengan Peraturan Walikota.

Bagian

Tertib

( 1) Setiap Pemilik kendaraan

telah ditentukan.

(21 Setiap orang dilarang

mengatur perparkiran tan

12

s umum sebagaimana

an jalan, trotoar, saluran

, hutan kota, alun- alun,

yeberangan.

me tapkan bagian-bagian

a dan I atau fasilitas

at usaha pedagang kaki

didepan Toko yang

me tapkan bagtan-bagian

a dan/ atau fasilitas

usaha pedagang kaki

baru.

Pasal 1

g menggunakan tempat

Pasal 11 ayat (3)

dan menjaga

hatan lingkungan dan

dagang.

genai tata cara dan

saha pedagang kaki lima

Pasal 11 ayat (3) diatur

ga

kiran

Pasal 1

ib parkir ditempat yang

yelenggarakan dan/atau

izin Walikota.

at

rnem

r

bertanggungjawab



Tertib Jalur Hijau,

Setiap Orang atau Badan

a. memasuki dan/ atau berada

yang bukan untuk umum;

b. melakukan perbuatan atau

apapun yang dapat meru

dan Fasilitas Umum pada

beserta kelengkapannya;

c. menyalahgunakan atau

hijau, taman dan tempat

d. memotong, merusak,

memindahkan, menebang

tumbuh disepanjang jalan,

(1) Setiap orang atau

atau memasang

banner, umbul-umbul,

maupun atribut-atribut
jembatan, pagar

penyeberangan, halte,

pohon dan tempat umum

l2l Penempatan dan

bendera, spanduk, umbul-

atribut lainnya se

dapat dilakukan

Walikota.

(3) Setiap orang atau Badan

memasang sebagaimana

mencabut serta membe

masa berlakunya.

Bagian

Pasal 1

Pasal 1

j

Tempat Umum

di jalur hijau atau taman

tindakan dengan alasan

Sarana dan Prasarana

alur hijau atau taman,

jalur

dan

meracuni, membakar,

atau tanaman yang

hijau dan taman.

diiarang menempatkan

, bendera, spanduk,

yang melintang dijalan,

pada pagar pemisah

jalan, ja1an, jembatan

&1, taman, tiang listrik,

lambang, simbol,

umbul maupun atribut-

dimaksud pada ayat {1}

mendapat izin dari

yang menempatkan dan

d pada ayat {2) wajib

r
sendiri setelah habis

13



Tertib Sungai, Saluran Air,

Setiap orang atau badan

Walikota:

a. memasang/menempatkan

atau melintasi saluran sun

saluran drainase, embung,

b. memindahkan saluran

menutup secara

sehingga menyebabkan

air/drainase.

Setiap orang dilarang:

a. mandi, membersihkan

pakaian, kendaraan atau

hewan di kolam

b. mengambil air dari air

keindahan kota dan

kecuaii oleh petugas untuk

c. memanfaatkan air

untuk kepentingan usaha

Setiap orang diiarang:

a. mencoret, menulis, mel

menempel iklan atau

tembok, jembatan lintas,

orang, halte, tiang listrik,

dan sarana umum lainnya;

Bagian

Pasal 1

Bagian am

Tertib

lam, dan Drainase

Kecuali dengan izin

atau pipa di bawah

serta di dalam kawasan

uk dan danau; dan

/drainase, menyumbat,

saluran air/draina"se,

berfungsinya saluran

badan, mencuci

dan/atau memandikan

keindahan kota;

, kolam kelengkapan

t lainnya yang sejenis

tingan dinas; dan

danau dan embung

atas izin Walikota"

1Pasal

1

menggambar, memasang,

di dinding danl atau

penyeberangan

, kendaraan umum

r

L4



b. membuang dan menumpu

hijau, taman, sungai dan

merusak keindahan dan

c. membuang air besar dan

taman, sungai, dan

peruntukannya.

Bagian

Tertib Tempat dan

(U Setiap Pelaku usaha

keselamatan, kenyamanan

umum serta ketentraman

(21 Pelaku usaha yang kegia

dampak debu, kerusakan

gangguan di masyarakat

meminimalisi atau

yang ditimbulkan

{1} Setiap orang dilarang

dengan maksud untuk

di jalan, di pinggir alat

hijau, taman dan tempat-

tempat-tempat yang

berwenang yang ditunj uk
(2) Setiap orang dilarang

atau melakukan usaha

keuntungan di jalan, jalur

tempat umum, kecuali tem

oleh Walikota.

(U Setiap orang dilarang

bertindak sebagai Calo

pembelian pengurusan /tiket kendaraan umum,

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

sampah di jalan, jalur

tempat lain yang dapat

lingkungan; dan

kecil di jalan, jalur hijau,

air lainnya yang bukan

uh

Tertentu

wajib mengutamakan

dan menjaga ketertiban

t.

usahanya menimbulkan

jalan, keresahan dan/

wajib untuk mencegah,

menekan dampak

patkan benda-benda

sesuatu usaha

Massal, jalur

umum, kecuali di

diizinkan oleh pejabat

Walikota.

barang dagangan

tujuan mendapatkan

u, taman dan tempat-

t-tempat yang ditetapkan

pekedaan atau

tara penjualan atau

r
I



pengdian kendaraan

dan/atau kegiatan lainnya

Walikota.

{2) Setiap orang dilarang

jasaCalo/ perantara penj

sebagaimana dimaksud

Pasal 2

{U Setiap usaha pemotongan

dilakukan di rumah poton

pemotongan hewan Non

dirumah Potong Hewan

ditentukan, selanjutnya

dilaksanakan di rumah

tempat yang memiliki

{21 Pemotongan hewan

rumah pemotongan

Hari Besar Agama dan u

(3) Proses pemotongan

tata cara dan ketentuan

kehalalan hasil pemotongan

Pasal 2

kecua-liSetiap orang dilarang,

tempat kegiatan usaha

barang-barang bekas

menimbulkan keresahan

umum.

{1) Setiap orang yang

harus dilengkapi izin

yang

Pasal

dari

l2l Mekanisme perizinan

ayat (1) dilakukan

tor, karcis hiburan

sejenis tanpa izin dari

tkan/mempergunakan

/ pembelian / pengurusan

ayat (1).

Ruminansia wajib

hewan dan Setiap usaha

minansia dilaksanakan

ditempat yang telah

Hewan Unggas

Unggas dan Atau

tan Teknis.

dapat dilakukan di luar

hanya untuk keperluan

-upacara adat.

wajib sesuai dengan

dan dapat menjamin

Walikota mendirikan

dan penampungan

merusak lingkungan,

mengganggu ketertiban

kan usaha rumah kos

alikota.

a dimaksud pada

I (
ketentuan peraturan

16
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(3) Setiap pemilik rumah

penghuninya kepada

setempat secara berkala.

(1) Setiap Orang yang

Mengikuti Ketentuan

Yang berlaku;

12) Setiap orang wajib men

I atau bangunan miiiknya

sesuai dengan Perizinann

Setiap orang dilarang :

a. mendirikan bangunan

ijin/Persetujuan dari W

ditunjuk; dan

b. mendirikan bangunan

sungai, ruang milik waduk

embung, taman dan

umum sesuai peraturan

berlaku.

Setiap orang pemilik Tanah,

diwajibkan:

a. memelihara pagar

hidup yang berbatasan

b. membuang bagian dari

tumbuhan yang

dan/atau ketertiban; dan

c. Mencegah teq'adinya keru

Bagian

Tertib

wajib melaporkan

/RW dan/atau Lurah

Bangunan Wajib

Perundang-undangan

lahan, tanah dan

atas kuasa pemiliknya

sebelum mendapat

Pejabat yang

milik jalan, bantaran

danau, sempadan

u, untuk kepentinagan

-undangan yang

bangunan atau rumah

j
dan merapikan pagar

alan;

, semak dan tumbuh-

mengganggu keamanan

atau

I rbahu jalan atau trotoar

l7

Pasal 2

Pasal



(1) Setiap orang dilarang

sumbangan yang

bersamarsama di fasilitas

(2) Permintaan bantuan

kepentingan sosial

sebagaimana dimaksud

{3}

setelah mendapatizin

Tempat sebagaimana

a. supermarketlmall;

b. rumah makan;

c. stasiun;

d. terminal;

e. stasiun pengisian

t penyelenggaraan

g. bazar amal;

h. tempat hiburan;

i. tempat rekreasi; dalrrl

j. hotel.

Setiap orang dilarang:

a. menjadi pengemis,

dan/atau pengelap mobil

b. menyuruh orang lain

pengamen, pedagang

mobil di fasilitas umum

(1) Setiap orang yang ber

kali dua puluh empat)

melaporkan diri kepada

setempat.

Bagian

Tertib

bilan

2

ta bantuan atau

sendiri-sendiri dan/atau

um

u sumbangan untuk
usiaan pada tempat

ayat (1) dapat dilakukan

pada ayat (2) meliputi:

umum (SPBU);

, pedagang asongan,

fasilitas umum; dan

menjadi pengemis,

, dan I atau pengelap

lebih dari lx24 (satu

atau bermalam wajib

Rukun Tetangga It
18

Pasal

Pasal



(21 Setiap penghuni rumah

Lurah melalui pengurus

secara berkala.

Setiap orang dilarang

melanggar nilai dan norma

(1) Setiap peserta didik

norrna pendidikan untuk
proses dan keberhasilan

{2} Untuk menjaga nonna-n

pada ayat (U peserta

kelas/sekolah pada jam

(3) Dikecua-likan dari keten

peserta didik di luar jam

kegiatan belajar

sekolah.

(4) Pelanggaran terhadap

atas dapat dilakukan

pembinaan dengan meliba

peserta didik, dan/atau

Tindakan pembinaan

dilakukan dengan cara*

mengedepankan pendeka

anak.

(1) Setiap orang yang

Daerah wajib

kependudukan

ketentuan Peraturan

{2) Setiap orang yang tinggal

memenuhi dokumen perka

sudah menikah sesuai

(s)

SC

undangan

Peraturan Perundang*

Pasal 3

Pasal

wajib melapor kepada

Tetangga setempat

perbuatan yang

ditempat umum

ban menjaga nofina-

amin keberlangsungan

sebagimana tersebut

dilarang berada di luar

ayat 12) di atas bagr

lah berdasarkan jadwal

dan/atau dengan ijin

tuan pada ayat {21 di

tindakan yang bersifat

pihak orang tua/wali

sekolah

yang

pada ayat (4)

mendidik dan

yang humanis dan ramah

dan menetap di

memen persyaratan administrasi

ditetapkan dalam

undangan

menetap di Daerah wajib

yang sah bagi yang

Pasal

Ir

19



12r.

Tertib U

Setiap orang dilarang

melakukan Praktek Usaha

dengan Izin Walikota.

Tertib Tempat Hibu

(1) Setiap orang dilarang

usaha hiburan tanpa

Setiap penyelenggara

telah mendapat izin

ayat (1) dilarang

menyimpang dan/atau

kepada para pelanggan/

selain dari izin yang

tU Setiap orang yang

dilarang menyediakan

minuman beralkohol.

(21 Setiap orang yang

dilarang membawa

minuman beralkohol.

Bagian

Tertib Kegiatan usaha dan

{U Setiap orang yang

penyelenggaraan fasilitas

panti p{at, pub, club

maupun kecil, wajib

2A

Bagian luh

Bagian

sehatan

dan/atau

dan Non Medis kecua-li

dan Keramaian

tempat

alikota.

t usaha hiburan yang

dimaksud pada

kegiatan lain yang

berikan kesempatan

untuk melakukan

keramaian

atau memperjuai belikan

dalam keramaian

latau mengkonsumsi

belas

Bulan Ramadhan

kegiatan usaha kuliner

, pertunjukan musik,

diskotik baik besar

ketentuan mengenai

b

3

I

Pasal

Pasal

Pasal



waktu operasional d

kepada konsumen.

(21 Waktu operasional

kepada konsumen adalah

penan ggun gi awab tempat

dimaksud pada ayat (1)

memberikan pelayanan k
(3) Alokasi waktu untuk

memberikan pelayanan

tampilan fisik tempat ke

lebih lanjut dalam Peratu

(4) Dikecualikan dari ketentu

dalam ayat (1), ayat (2) d

kuliner yang ada dan m
dengan ketentuan Peratu

Pasal 3

(1) Guna menjaga dan

umum, ketentraman

kenyamanan masyarakat

aktifitas keagamaan se

bentuk dan jenis kegia

memenuhi ketentuan

dalam memberikan pelayan

(2) Kegiatan hiburan seb

(3)

ayat (1) meliputi penyele

pertunjukan musik, panti

diskotik dan sejenisnya.

Ketentuan lebih lanjut me

tempat hiburan diatur

Bagian Keti

Tertib Peran Serta

Setiap anggota masyarakat

melaporkan te{adinya pe

Pasal 3

memberikan pelayanan

memberikan pelayanan

waktu pemilik dan/atau

tan usaha sebagaimana

pat membuka dan/atau

masyarakat.

membuka dan/atau

kepada masyarakat dan

tan usaha kuliner diatur
Walikota.

sebagaimana dimaksud

ayat (3) adalah fasilitas

yatu pada Hotel sesuai

Perundang-undangan

memelihara keterLiban

rta menciptakan suasa.na

g sedang menjalankan

bulan Ramadhan, setiap

ditempat hiburan wajib

waktu operasional

dimaksud pada

ggaraan fasilitas karaoke,

pijat, pub, club malam,

genai u,aktu operasional

Peraturan Walikota.

belas

syarakat

t berperan serta untuk
Daerah

+

d

Peraturan

21



dengan mekanisme sesuai

Peundang-undangan.

(U Setiap orang dilarang

umum pada waktu ber

pendapat, unjuk rasa dan/
(21 Setiap orang dilarang

sarana yang digunakan

pendapat, unjuk rasa,

pengerahan massa di

sungai, drainase, lahan/

tempat umum lainnya.

(1) Setiap orang dilarang

atau memanfaatkan aset

bergerak maupun barang

apapun tanpa ijin dari

t2) Barang bergerak se

jenis apapun yang dapat

manfaatnya.

(3) Barang tidak bergerak se

ayat (1) adalah tanah/

fasilitas lain dalam bentuk

PEMBINAAN,

(1) Pembinaan terhadap

dan ketertiban umum

Pasal

Bagian

Tertib Aset

Pasal 4

(1) di atas adalah benda/

Pasal 4

Ketentuan Peraturan

prasarana dan sarana

penyampaian

pengerahan massa.

buang benda dan/atau

waktu penyampaian

rapat umum dan

, jalur hijau, aliran

milik perorangan dan

t belas

Daerah

, mengubah dan

daerah, baik barang

bergerak untuk tujuan

dimaksud pada ayat

dalam bentuk dan

nilai guna dan atau

dimaksud pada

, bangunan, gedung dan

Jenls apapun

DAN PENGAWASAN

ketenteraman

Walikota, yang dalam

oleh perangkat daerah

BAB

Lr
pelaksanaannya

22



(2)

{2)

a. sosialisasi produk h

t3) Pengendalian terhadap pen

dan keterliban

terkait.

(4) Tata cara

Ketentraman Masyarakat

Peraturan Walikota,

(1) Setiap orang atau badan

dan menemukan ted

ketertiban umum dapat

yang berwenang.

Setiap orang atau

sebagaimana dimaksud

perlindungan hukum

Peraturan Perundang-

(3) Petugas sebagaimana

terhadap laporan yang

badan.

(4) Unsur Pemerintahan daerah

Kota pekanbaru

Pelaksanaan Peraturan

yang dalam tugas pokok
jawab dalam bidang pen

dan ketertiban umum

terkait.

Pembinaan sebagaimana

dilakukan melalui kegiatan:

b. bimbingan dan penyul

masyarakat dan aparat

umum

daerah yang tugas

bertanggungjawab dalam

dan ketertiban umum

fungsinya bertanggung

ketenteraman

perangkat daerah

pada ayat (U

daerah; dan

kepada badan usaha,

ketenteraman

kan oleh perangkat

kok dan fungsinya

bidang ketenteraman

Pekanbaru dan DPRD

dalam mengawasi

perangkat daerah

Ketertiban Umum dan

lanjut diatur dengan

Pasai 4

melihat, mengetahui

pelanggaran terhadap

rkan kepada petugas

yang melaporkan

(1) berhak mendapat

dengan ketentuan

d pada ayat (1)

dapat menindaklanjuti dan proses secara hukum
paikan oleh orang atau

k rini.

23



Pasal

(U Penegakan terhadap keten

9, Pasal 10, Pasal 11,

Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17

2O, Pasal 21, Pasal 22,

Pasal 26, Pasal 27, Pasal

3L, Pasal 32, Pasal 33,

Pasal 37, Pasal 38, Pasal

dilakukan oleh Satuan

berkoordinasi dengan

ketentuan Peraturan Perun

(2) Penegakan sebagaimana

dilakukan melalui

yustisial.

(3) Penegakan yustisial se

(2) dilakukan oleh Penyidik

Satuan Polisi Pamong

Instansi yang terkait

Peraturan Perundang-U

t4) Penegakan non-yustisial se

ayat (21 dilakukan oleh S

berkoordinasi dengan

dengan ketentuan Pera

t5) Dalam melakukan pen

Prqia berwenang melakukan

(6) Dalam melakukan

Praja wajib mendapat

polisi pamong praja atau pej

l7l Satuan Polisi Pamong Praja

terhadap pelaku usaha

tetapi dalam

melanggar ketertiban u

(8) Satuan Polisi Pamong

Penertiban terhadap spand

BAB

PEN

Pasal 7, Pasal 8, Pasal

12, Pasal 13, Pasal 14,

Pasal 18, Pasal 19, Pasal

23, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 29, Pasal 30, Pasal

34, Pasal 35, Pasal 36,

39, Pasal 40, Pasal 4L,

Polisi Pamong Praja

yang terkait sesuai

-undangan

ud pada ayat (1)

yustisial dan non-

dimaksud pada ayat

Pegawai Negeri Sipil pada

a berkoordinasi dengan

uai dengan ketentuan

dimaksud pada

Polisi Pamong Praja

yang terkait sesuai

Perundang-Undangan

Satuan Polisi Pamong

pengamanan alat bukti.

Satuan Polisi Pamong

tugas dari kepala satuan

yang ditunjuk.

t melakukan tindakan

memiliki izin usaha,

kegiatan usahanya

dapat melakukan

, bando atau yang sejenis rr
24



yang melintang dijalan

pembongkaran

penyeberangan orang

Walikota Pekanbaru.

Pem

BAB

KETENTUAN

(1) Pejabat yang bertugas

sebagaimana dimaksud

dilakukan oleh Penyidik

Lingkungan Pemerin

pengangkatannya

perundang-undangan

diteta

yang

t2) Dalam melaksanakan tu

sebagaimana dimaksud

a. menerima, mencari,

keterangan atau

pidana di bidang

keterangan atau la

dan jelas;

t). meneliti, mencari

mengenai orang

dan

kebenaran perbuatan

dengan tindak pid

Daerah ini;

c. meminta keterangan

pribadi atau badan

pidana Peraturan

d. memeriksa buku-

dokumen-dokumen

terhadap barang bukti

e. melakukan

barang bukti
dokumen-dokumen

Pasal

Penertiban dan atau

nan Jembatan

tidak memiliki izin dari

IKAN

tindak pidana

Peraturan Daerah ini

wai Negeri Sipil di

Daerah yang

sesuai dengan

laku.

penyidikan, penyidik

ayat (1), berwenang:

dan meneiiti

berkenaan dengan tindak

Daerah dan agar

tersebut menjadi lengkap

pulkan keterangan

atau badan tentang

dilakukan sehubungan

pelanggaran Peraturan

barang bukti dari orang

bungan dengan tindak

catatan-catatan dan

melakukan penyitaan

but;

untuk mendapatkan

pencatatan dan

serta melakukan

Ltbukti tersebut;

25

penyitaan terhadap



f. meminta bantuan

pelaksanaan tugas

bidang Peraturan

g. menyuruh berhenti,

meninggalkan ruangan

pemeriksaan sedang

identitas orarlg atau

sebagaimana dimaksud

h. memotret seseorang a

tindak pidana

i" memanggil orang un

dan diperiksa sebagai

j. menghentikan

(3) Melakukan tindakan lain

penyidikan tindak pidana

menurut hukum yang

(4) Penyidik sebagaimana

memberitahukan dim

menyampaikan hasil

umum melalui Penyidik Pej

Indonesia sesuai dengan

Kitab Undang-Undang H

Pasal

tU Setiap orang atau badan

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 13, Pasal 14, Pasai 15

18, Pasal 19, Pasal 20,

Pasal 24, Pasal 25, Pasal

29, Pasal 30, Pasal 31,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 3

4O, Pasal 41, dikenakan

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

BAB

SANKSI AD

ahli dalam rangka

tindak pidana di

melarang seseorang

atau tempat pada saat

ung dan memeriksa

dokumen yang dibawa

huruf e;

yang berkaitan dengan

Peraturan Daerah;

didengar keterangannya

atau saksi;

perlu untuk kelancaran

bidang Peraturan Daerah

dipertanggungj awabkan.

ud pada ayat (U

penyidikan dan

pada penuntut

Polisi Negara Republik

tuan yang diatur dalam

Acara Pidana.

TIF

melanggar ketentuan

10, Pasal LL, Pasal 12,

Pasal 16, Pasal 17, Pasa-l

21, Pasal 22, Pasal 23,

Pasal 27, Pasal 28, Pasal

32, Pasal 33, Pasal 34,

Pasal 38, Pasal 39, Pasal

Lr
administratif berupa

26



c. penghentian semen

d. penghentian tetap

e. pencabutan sementara

f. pencabutan tetap izin

g. denda Administratif; da

h. pembongkaran.

t2)l Denda administratif se

(1) huruf g dikenakan

berikut:

a. pelanggaran ringan

puluh ribu rupiah)

(dua ratus lima puluh

b. pelanggaran sedang

ratus ribu rupiah)

(tujuh ratus lima pul

c. pelanggaran berat

(satu juta rupiah) dan

(lima juta rupiah).

{3} Tata cara penerapan

pelanggaran se

dalam Peraturan Wali

(U Setiap orang dan badan

Pasal 7, Pasal 14, Pasal

Pasal 41 dikenakan

lama 3 (tiga) bulan

25.000.000,- (Dua Puluh

t2l' Tindak pidana se

adalah tindak pidana

(3) Sanksi Pidana

(1), ayat (2) dan ayat (3)

ditempuh Sanksi

27

tara tan;

dimaksud pada ayat

dengan klasifikasi sebagai

sedikit Rp 50.000,00 (lima

banyak Rp250.000,00

rupiah);

sedikit Rp300.000,00 (tiga

banyak Rp75O.000,00

bu rupiah);

sedikit Rp1.000.000,00

banyak Rp5.000.000,00

administra tif dan klasifikasi

pada ayat l2l diatur

melanggar ketentuan

Pasai 34, Pasal 40, dan

pidana kurungan paling

da paling banyak Rp

juta rupiah)

dimaksud pada ayat {1)

dimaksud pada ayat

t;

.n

BAB

KETENTU ADAN

4

bisa dikenakan setelah Ir



Pasal

Dengan berlakunya Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nom

Ketertiban Umum (Lembaran

Tahun 2002 Nomor 5, Tamb

5), dicabut dan dinyatakan tid

Peraturan Daerah

diundangkan.

Agar setiap orang men

pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Lem

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

UHAMMAD J IL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHU

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH K

RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.65.C12O21\

BAB

KETENTUAN

Pasal

1nl m

\,

NUTUP

ini, maka Peraturan

5 Tahun 2002 tentang

Daerah Kota Pekanbaru

l,embaran Daerah Nomor

beriaku.

berlaku pada tanggal

uinya, memerintahkan

Daerah ini dengan

Daerah Kota Pekanbaru.

Di pkan di Pekanbaru

pada ggal 3 Desember 2021

WALI OTA PEKANBAR
\

..-r---

FI DAUS

2021 NOMOR 13

PEKANBARU, PROVINSI

Y

2a

*



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETE

I. UMUM

Seiring dengan diundangkannya U

2AL4, maka Peraturan Daerah Kota Pekan

aspek Perundang-undangan materi muatann

semangat yang terdapat dalam Undang-U

Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf
pembagian Urusan Pemerintahan Bidang

Umum Serta Perlindungan Masyarakat,

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerin

menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan

Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan

dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki

mewujudkan ketertiban umum dalam

yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi

yang terus berubah, berkembang dan dinamis

kebutuhan yang terjadi di masyarakat. O

mengantisipasi dan menjawab setiap

baik di lingkungan pemerintahan maupun

dengan upaya mewujudkan ketertiban um

Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala

Upaya untuk mencapai kondisi tertib
jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak sema

tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi

masyarakat, perorangan maupun badan un

menumbuhkan d.an memelihara

penegakan hukum dalam bentuk tin
Peraturan Daerah ini perlu dilakukan

KANBARU

2021

MASYARAKAT

Undang Nomor 23 Tahun

Nomor 5 Tahun 2OO2 dan

harus disesuaikan dengan

g Nomor 23 Tahun 2A14.

dan lampiran E tentang

traman dan Ketertiban

dibagi urusan antara

Kabupatenf Kota, yang

b yang berkaitan dengan

traman, ketertiban umum,

jawab dalam rangka

guna pencapaian kondisi

ta kehidupan masyarakat

uai dengan tuntutan dan

karena itu, dalam upaya

dan tantangan ke depan

khususnya terkait

, perlu didukung dengan

sebagaimana yang menjadi

-mata menjadi tugas dan

tugas dan tanggung jawab

secara sadar ikut serta

Namun demikian, aspek

tegas terhadap pelanggar

konsisten dan konsekuen

br
Pegawai Negeri Sipil

29

oleh Satuan Polisi Pamong Prqja dan Pejabat



yang profesional sesuai dengan

Undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mempunyai

dalam rangka mewujudkan Pekanbaru se

dan penting dalam rangka mewujudkan un

tumbuhnya budaya disiplin masyarakat

kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang

lahir batin (maslahat) yang dibangun

partisipasi aktif seluruh komponen

masyarakat yang sadar hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

a. Yang dimaksud dengan *asas

adalah bahwa setiap Materi Muatan

harus dapat mewujudkan ketertiban

jaminan kepastian hokum.

b. Yang dimaksud dengan Kemanusiaan

Muatan dan Penegakan Hukum ter

undangan harus mencerrninkan

Negara

c" Yang dimaksud dengan *asas keadilan"

Muatan Peraturan Perundang-

keadilan secara proporsional bagi setiap

d. yang dimaksud dengan "asas

Materi Muatan Peraturan Perundang-

manfaat yang sebesar- besarnya bagi

kesejahteraan rakyat, dan penge

mengutamakan kelestarian nilai-nilai I

kelestarian fungsi lingkungan hidup

berkesinambungan dan berlanjut.

e. Yang dimaksud dengan "asas keseim

keselarasan" adalah bahwa setiap

Peraturan Perundang-

yang sangat strategis

Kota Metropolitan Madani

mendorong dan memotivasi

guna mewujudkan tata

tera, maju, aman, sehat

kesadaran kolektif dan

t guna membangun

dan kepastian hukum'

turan Perundang-und angan

masyarakat melalui

bahwa setiap Materi

Peraturan Perundang-

usiaan Bagi Setiap Warga

bahwa setiap Materi

harus mencerminkan

t" adalah bahwa setiap

harus memberikan

kemanusiaan, peningkatan

pribadi warga negara serta

hur budaya bangsa dan

rangka pembangunan yang

gan, keserasian, dan

teri Muatan Peraturan kr
30
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f.

Perundang-undangan harus

dan keselarasan, antara kepentingan

kepentingan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan "asas

dalam Pembentukan Peraturan

perencanaan, penyusunan, pem

dan pengundangan bersifat

seluruh lapisan masyarakat

seluas-luasnya untuk memberikan

Peraturan Perundang- undangan.

g. Yang dimaksud tidak diskriminatif

Muatan Peraturan Perundang-

perlakuan dalam segala hal ihwal

negara atas dasar suku, ras,

gender.

h. Yang dimaksud dengan "asas dapat

setiap Pembentukan Peraturan

memperhitungkan efektivitas

tersebut didalam masyarakat,

maupun yuridis.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Kawasan yang telah memiliki

keseimbangan, keserasian,

u, masyarakat dan

bukaan" adalah bahwa

-undangan mulai dari

pengesahan atau penetapan,

terbuka. Dengan demikian,

punyai kesempatan yang

dalam Pembentukan

bahwa setiap Materi

tidak membed,akan

ubungan dengan warga

jenis keiamin dan

'adalah bahwa

undangan harus

Perundang-undangan

filosofis, sosiologis,

L r
jembatan penyeberangan
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ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

yang dimaksud bahan berdebu

yang dapat diterbangkan oleh

Yang dimaksud bahan berbau

yang menimbulkan bau

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 1 1

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal L3

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

material partikel kecil

adalah barang / material

Ir
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Pasal L5

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 2 1

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

huruf a
Yang dimaksud dengan sarana u

dan prasarana yang dapat digunakan

memberikan kemudahan masyarakat

adalah segala sarana

umum yang bermanfaat

kegiatan sehari-hari

Ir
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Pasal 26

cukup jelas

PasaT 27

Cukup Jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 3 1

Perbuatan yang melanggar nilai

ditempat umum meliputi

menyebabkan orang lain yang

terganggu, tidak nyaman, risih,

dapat memancing orang lain untuk

tindakan yang sama dan / atau

lainnya.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

34

dan norma kesusilaan

tidak patut yang dapat

di sekitarnya merasa

marah, atau kuatir yang

dan / atau melakukan

melanggar hukurn
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Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasa-l 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas k r
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Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas
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